JIMAT (Jurnal limiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 12 No : 01 Tahun 2021 e- ISSN:
2614 —1930.

Analisis Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Tingkat Risiko pada Masa
Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali

| Ketut Darma

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa
Email korespondensi: tutdarma@gmail.com

Abstrak

Tujuan studi ini adalah untuk menghitung potensi dan target penerimaan pajak daerah Provinsi
Bali tahun 2021 khususnya BBNKB. Selanjutnya studi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi
Pemerintah Provinsi Bali (Bappenda) sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan
penerimaan pajak daerah dalam rangka untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Provinsi Bali Tahun 2021. Studi ini hanya menghitung potensi pajak daerah, serta
menghitung target penerimaan pajak daerah untuk tahun 2021, berupa Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB). Menghitung estimasi potensi pajak daerah dilakukan secara aggregatif dengan
menggunakan data sekunder yang tersedia di instansi yang terkait, terutama di Bappenda Provinsi
Bali, BPS, GAIKINDO, AISI dan beberapa sumber lainnya dari internet yang relevan. Estimasi
aggregat ini memberi indikasi seberapa besar jumlah potensi yang ada menjadi realisasi. diikuti
dengan kajian/kebijakan pada basis mikro guna mengetahui dan hambatan (risiko) yang terjadi di
lapangan dan faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi dengan analisis trend dan regresi linier
berganda. Dengan demikian, berdasarkan basis teori maka diharapkan pemerintah daerah mampu
membuat kebijakan yang spesifik untuk merealisasikan potensi menjadi realisasi. Hasil penelitian ini
menyatakan bahwa dari hasil perhitungan dengan menggunakan empat metode mengasilkan hasil
berbeda-beda, namun perbedaan tersebut tidak terlalu significant. Hasil analisis ini sebagai bahan
pertimbangan Bapenda dalam menentukan target BBN_KB | untuk tahun 2021. Tercapainya estimasi
potensi pajak menjadi realisasi sangat tergantung pada kebijakan dan kemampuan sumber daya
manusia.

Kata kunci: pajak daerah, bea balik nama kendaraan bermotor, risiko, potensi pajak, pandemic covid 19
Abstrac

The purpose of this study is to calculate the potential and target of local tax revenue in Bali
Province in 2021, especially BBNKB. Furthermore, this study is expected to be of benefit to the Bali
Provincial Government (Bappenda) as a material for consideration in planning local tax revenue in the
context of preparing the Bali Province Regional Revenue and Expenditure Budget Plan (RAPBD) for
2021. This study only calculates the potential for regional taxes, and calculating the target of regional tax
revenue for 2021, in the form of Transfer of Motor Vehicle Title Fee (BBNKB). Calculating the estimated
potential local taxes is done in an aggregate manner using secondary data available from the relevant
agencies, especially at the Bali Provincial Bappenda, BPS, GAIKINDO, AlSI and several other relevant
internet sources. This aggregate estimate gives an indication of how much potential there is to be
realized. followed by studies / policies on a micro basis in order to identify obstacles (risks) in the field and
economic and non-economic factors with trend analysis and multiple linear regression. Thus, based on
the theoretical basis, it is hoped that the local government will be able to make specific policies to bring
the potential into realization. The results of this study indicate that the results of calculations using four
methods yield different results, but the differences are not very significant. The results of this analysis are
used as material for Bapenda's consideration in determining the BBN_KB | target for 2021. The
achievement of tax potential estimates becomes a realization very much depends on policies and human
resource capabilities.

Keywords: local taxes, transfer fees for motorized vehicles, risk, tax potential, COVID-19 pandemic
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Pendahuluan

Pajak merupakan sumber
penerimaan paling besar untuk Pemerintah
Republik Indonesia selain sektor migas dan
ekspor barang-barang non migas. Sebagai
sumber penerimaan terbesar Pemerintah,
pajak dapat dipergunakan untuk membiayai
kegiatan Pemerintah untuk meningkatkan
kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk
pembangunan sarana dan prasarana dan
perbaikan kualitas sumber daya manusia
dan vyang lainnya, sehingga dengan
demikian pajak sangat berperanan penting
terhadap kegiatan perekonomian
masyarakat (Gaughan & Javalgi, 2018;
Priliandani & Saputra, 2019). Pajak Daerah
merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang digunakan untuk membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah dan juga
untuk modal pembangunan. Pemerintah
daerah diharapkan mampu meningkatkan
akuntabilitas pemerintah daerah serta dapat
memberikan potensi untuk meningkatkan
penerimaan daerah itu sendiri, guna untuk
membiayai  pembangunan  daerahnya.
Potensi pajak berkaitan langsung dengan
aktivitas ekonomi sektoral dan sistem serta
kemampuan aparatur pemerintah daerah
untuk menggali sumber-sumber pajak
potensial yang dapat dijadikan sebagai
basis utama Pendapatan Asli Daerah (Adi,
2006; Saputra dkk., 2019).

Banyaknya kebutuhan daerah dapat
dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah,
maka semakin tinggi tingkat kualitas
otonomi daerah dan semakin mandiri dalam
bidang keuangan daerahnya (Mawarni,
2013). Pendapatan Asli Daerah berperan
penting dalam rangka pembiayaan
pembangunan suatu daerah, dan Pajak
Daerah merupakan salah satu sumber dari
Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Jadi,
agar Pemerintah Daerah tetap dapat
melakukan kegiatan pembangunan, maka
mereka harus mampu memaksimalkan
sumber-sumber dari penerimaan daerah

tersebut salah satunya adalah dari pajak
daerah, dimana pajak daerah ini sebagai
dasar dalam menyusun rencana
pendapatan (Hatta & Riduan, 2017).

Bali merupakan salah Provinsi di
Indonesia tidak mempunyai sumber daya
alam yang cukup untuk membiayai
pembangunan dan hanya mengandalkan
pendapatan daerah yang bersumber dari
pajak daerah, hampir 85% Pendapatan Asli
Daerah Provinsi Bali di sumbang oleh pajak
daerah, sedangkan komponen pajak daerah
antara lain: 1). Pajak Kendaraan Bermotor,
2). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3). Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor; 4). Pajak Air Permukaan dan
Pajak Rokok yang diberikan oleh
pemerintah pusat sejak tahun 2014. Dari
empat komponen tersebut yang paling
besar kontribusinya adalah Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor. Kemampuan
masyarakat untuk membayar Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor sangat dipengaruhi
oleh situasi perekonomia regional, nasional
dan internasional, karena daerah Bali
perekonomiannya sangat tergantung pada
sektor pariwisata. Pajak Daerah untuk
provinsi yang terdiri dari; 1). Pajak
Kendaraan Bermotor; 2). Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor; 3). Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor; 4). Pajak Air
Permukaan dan 5). Pajak  Rokok
merupakan sumber pendapatan daerah
Bali. Dalam penyusunan anggaran daerah
untuk tahun-tahun yang akan datang, maka
organisasi perangkat daerah akan membuat
perencanaan daerah dengan membuat
target pendapatan daerah, sedangkan
Bapenda sebagai salah satu instansi
pemerintah yang khusus mengkoordinir
sumber-sumber pendapatan daerah dari
beberapa OPD pengasil. Adapun
perbedaan antara target dengan realisasi
seperti pada tabel berikut;

Tabel 1. Perbedaan Realisasi dengan Target Masing-masing Komponen Pajak Daerah Tahun 2015 - 2019

[ Tahun [ PKB [ BBN_KB

[ PBB_KB [AP

| Pajak Rokok |
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2015 102.62 87.98 108.54 162.65 94.31
2016 106.07 87.27 101.77 116.18 83.32
2017 108.62 84.45 99.54 125.44 77.89
2018 109.31 95.43 111.52 120.56 110.34
2019 109.93 108.29 99.46 101.92 97.49
111.52 99.46
108.54 101.77 99.54 94.31
110.34
oo : h 83.32 77.89 97.49
87.98 8727 8445 L4 16265 ;
€ 9— 2 k 1;6.18 125.44 1i0.56 .
10262 106.07 108.62 10931 109.93 BT
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
= PKB BBN_KB PBB_KB o=AP Pajak Rokok
Dapat dilihat kinerja dari OPD atau faktornya adalah tingkat pendapatan
SDM, kinerja  baik  (ideal) apabila masyarakat yang tidak bisa diprediksi
perencanaan (target) sesuai dengan secara akurat disamping itu pula prilaku

realisasi. Untuk kinerja PKB, selalu melebihi
target minimal 0.7 % - 9.93% melebihi
target, karena pemunggutan PKB oleh
pemerintah (Bapenda) adalah merupakan
kewajiban dari masyarakat untuk membayar
PKB, hal sangat realitis. Sedangakan untuk
BBN_KB sebagian besar tidak pernah
memenuhi target, kecuali pada tahun 2019,
realisasi melebihi target sebesar 8,29%.
Tidak tercapainya target dari tahun 2015 -
2018, banyak yang mempengaruhi, karena
BBN_KB khususnya BBN_KB | sangat
terkait dengan kemampuan masyarakat
untuk membeli kendaraan baru, salah satu

masyarakat sekarang sudah mengalami
perubahan antara lain membeli motor bukan
tujuan yang utama, karena sekarang sudah

berkembang serba oneline  dengan
demikian minat untuk membeli motor dari
masyarkat menurun dan rata-rata

kepemilikan motor untuk masyakarat Bali
rata-rata 2-3 motor per KK dan faktor-faktor
lainnya. Untuk PBB_KB ditentukan oleh
pusat, berdasarkan kuota penjualan BBM
dalam hal Pertamina, diberika Kuota hal
yang sama juga untuk pajak rokok
ditentukan oleh pusat.

Tabel 2. Kontribusi Masing-masing Komponen Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2015 — 2019

Tahun PKB BBN_KB PBB_KB AP Pajak Rokok

2015 30.54 33.93 13.60 0.09 6.38
2016 34.90 32.01 11.04 0.08 7.23
2017 37.89 28.89 10.52 0.10 7.11
2018 38.59 30.75 10.47 0.09 6.98
2019 38.80 31.23 9.91 0.09 6.07
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2015 2016 2017 2018 2019

9==PKB BBN_KB PBB_KB

Tabel tersebut memberikan
informasi bahwa, pendapatan daerah Bali
sebagian besar disumbang oleh PKB dan
BBN_KB, untuk PKB rata-rata kontribusinya
terhadap PAD sebesar 37,38 %, sedangkan
BBN_KB sebesar 32,35% jadi untuk pajak
kendaraan bermotor berkontribusi terhadap
PAD sebesar 70 %, ini berarti Bali sangat
tergantung pada ke komponen tersebut.
Apalagi i masa-masa  mendatang
pencapaian target rasanya semakin sulit,
dengan keadaan Bali semakin sembrawut
lalu lintasnya, hampir di semua perkotaan di
Bali (Badung, Denpasar dan Gianyar)
mengalami kemacetan dan disamping itu
prilaku masyarakat sudah mengalami
perubahan, mereka berpergian tidak lagi
menggunakan kendaraan, tapi dengan
memanfaatkan oneline dalam bertransaksi
(Budiasih, 2014). Namun, dalam penelitian
ini hanya difokuskan pada BBN_KB saja
karena urgensinya yang selama tahun 2015
sampai 2018 tidak pernah memenuhi target
realisasi.

Untuk menghitung potensi sumber
penerimaan daerah dibutuhkan
pengetahuan tentang perkembangan
beberapa faktor yang dapat dikendalikan
(kebijakan dan kelembagaan) dan faktor
yang tidak dapat dikendalikan (variabel-
variabel ekonomi). Semua faktor ini
mempengaruhi kekuatan sumber-sumber
penerimaan daerah. Kondisi tersebut
kemudian akan menentukan; pertama,
besar kecilnya keinginan pemerintah dalam
menetapkan pajak daerah. Ini merupakan

un AP Pajak Rokok

indikasi tinggi rendahnya tuntutan kuantitas
dan kualitas pelayanan publik. Kedua,
struktur ekonomi dan sosial menentukan
kemampuan masyarakat membayar segala
pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah
daerahnya. (Ismerdekaningsih & Rahayu,
2002)

Secara teoritis kemampuan
keuangan daerah dapat ditingkatkan
dengan intensifikasi dan atau ekstensifikasi.
Upaya ekstensifikasi adalah  upaya
perluasan jenis pungutan. Upaya ini harus
dilakukan  dengan hati-hati  dengan
mempertimbangkan berbagai aspek
kepentingan ekonomi nasional, regional dan
pengaruh ekonomi global (Adi, 2006;
Mulawarman, 2019). Upaya intensifikasi
adalah upaya meningkatkan kemandirian
penerimaan daerah dengan meningkatkan
kinerja pemungutan pajak. Upaya ini
menuntut kemampuan daerah untuk dapat
mengidentifikasi secara sahih potensi
penerimaan daerah dan kemudian mampu
memungutnya dengan didasarkan pada
asas manfaat dan keadilan. Lebih lanjut,
untuk mencapai hal tersebut maka berbagai
sumber daya (software dan hardware) yang
digunakan perlu segera disiapkan
(Anggiriawan dkk., 2018; Farooqui &
Nagendra, 2014; Saputra & Tama, 2017).
Dalam rangka merealisasikan peningkatan
penerimaan pajak daerah di masa-masa
mendatang (penentuan target), perlu ada
ukuran-ukuran (variabel) sebagai faktor-
faktor penentu dan metode yang digunakan
dalam meningkatkan penerimaan pajak
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daerah (Basri, 2015; Fajriana, 2019;
Priliandani & Saputra, 2019).

Studi ini menghitung potensi pajak
daerah, serta menghitung target
penerimaan pajak daerah untuk tahun 2021,
berupa Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB) di Provinsi Bali
berdasarkan realisasi obyek pajak karena
pajak tersebut layak untuk diselidiki sebab
tidak mencapai target realisasi selama
tahun 2015 hingga 2018. Tujuan studi ini
adalah untuk menghitung potensi dan target
penerimaan pajak daerah Provinsi Bali
tahun 2021 khususnya BBNKB. Selanjutnya
studi ini diharapkan dapat memberi manfaat
bagi Pemerintah Provinsi Bali (Bappenda)
sebagai bahan pertimbangan dalam
menyusun perencanaan penerimaan pajak
daerah dalam rangka untuk penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bali
Tahun 2021.

Kajian Literatur

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah memegang
peranan yang sangat penting di era otonomi
daerah dimana daerah diberikan wewenang
sepenuhnya untuk mengatur rumah
tangganya sendiri dalam
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan
dan pelayanan kepada publik (Nuraini dkk.,
2018; Pradita dkk., 2019). Oleh karena itu,
dalam pengelolaannya harus dilakukan
secara efektif dan efisien agar tepat
sasaran dan berhasil guna. Keuangan
Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah yang dapat dinilai dengan uang dan
segala sesuatu berupa uang dan barang
yang dapat dijadikan milik daerah yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban (Dwiharyadi dkk., 2012; Frasti
dkk., 2017; Putro & Pamudiji, 2010). Daerah
harus mempunyai sumber keuangan agar
Daerah tersebut mampu memberikan
pelayanan dan kesejahteraan kepada
rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber
keuangan kepada Daerah harus seimbang
dengan beban atau urusan pemerintahan

yang diserahkan kepada Daerah (Saputra
dkk., 2018; Sara dkk., 2019).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bertujuan
meningkatkan kemampuan dan
memberikan keleluasaan kepada daerah
untuk menggali sumber-sumber dalam
pelaksanaan otonomi daerah sebagai
pewujudan asas desentralisasi (Wiratno
dkk., 2017). Pendapatan Asli Daerah yang
merupakan sumber pendapatan daerah
sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat
menanggung sebagian beban belanja

daerah yang diperlukan untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan
kegiatan pembangunan yang setiap

tahunnya terus mengalami peningkatan
(Darwanto & Yustikasari, 2007; Solikin,
2007). Peningkatan kemandirian daerah
sangat erat kaitannya dengan kemampuan
daerah dalam mengelola Pendapatan Asli
Daerah. Pendapatan Asli Daerah
merupakan pendapatan yang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan
Peraturan daerah sesuai dengan regulasi
yang ada (Nuraini dkk., 2018; Saputra dkk.,
2019; Saputra & Tama, 2017).

Pajak Daerah

Secara umum pajak  adalah
pungutan dari masyarakat oleh negara
(pemerintah) berdasarkan undang-undang
yang bersifat dapat dipaksakan dan
terutang oleh yang wajib membayarnya
dengan tidak mendapat balas jasa secara
langsung, yang hasilnya digunakan untuk
membiayai keperluan negara dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan (Velte, 2019; Viaene &
Zilcha, 2013). pajak daerah adalah iuran
wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan tanpa imbalan langsung yang
seimbang, vyang dapat dipaksakan
berdasarkan perauran perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan
daerah (Mailoor et al., 2003; Susanto dkk.,
2014). Dengan demikian, pajak daerah
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merupakan pajak yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah dengan peraturan
pemerintah daerah (Perda) yang
pemungutannya dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dan hasilnya dapat
digunakan untuk membiayai pembangunan
daerah (Punten, 2008; Sara dkk., 2019).
Pajak bagi pemerintah daerah berperan
sebagai sumber pendapatan (budgetary
function) yang utama dan juga sebagai alat
pengatur  (regulatory function). Pajak
sebagai salah satu sumber pendapatan
daerah digunakan untuk membiayai seluruh
proses pembangunan khususnya daerah
(Adi, 2006; Saputra dkk., 2019). Dari
fenomena tersebut dapat diketahui betapa
pentingnya pajak bagi suatu daerah,
terutama dalam menyokong pembangunan
daerah itu sendiri karena pajak merupakan
pemasukan dana yang sangat potensial
(Susanto dkk., 2014).

Metode Penelitian

Menghitung estimasi potensi pajak
daerah  dilakukan secara  aggregatif
dengan menggunakan data sekunder
yang tersedia di instansi yang terkait,
terutama di Bappenda Provinsi Bali, BPS,
GAIKINDO, AISI dan beberapa sumber
lainnya dari internet yang relevan.
Estimasi aggregat ini memberi indikasi
seberapa besar jumlah potensi yang ada
menjadi realisasi. Namun, studi dengan
metode sederhana ini tidak dapat memberi
arah kebijakan yang spesifik yang harus
dilakukan guna meningkatkan potensi
pajak daerah. Oleh karena itu, dalam
perhitungan potensi pajak daerah ini, perlu
diikuti dengan kajian/kebijakan pada basis
mikro guna mengetahui dan hambatan
(risiko) yang terjadi di lapangan dan faktor
ekonomi maupun faktor non ekonomi
(Sukoharsono, 2006). Dengan demikian,
berdasarkan basis teori maka diharapkan
pemerintah daerah mampu membuat
kebijakan yang spesifik untuk
merealisasikan potensi menjadi realisasi.

Model Perhitungan yang digunakan
untuk menghitung potensi pajak daerah
adalah dengan proyeksi makro, vyaitu

menggunakan 1) Pertumbuhan kendaran
(obyek pajak), dengan menggunakan
rumus Y* = Y; + Y(t.l) X (Yt — Y(t.l)/Y(t.l) ),
dimana Y* = estimasi potensi pajak, Y: =
Realisasi jumlah kendaraan (obyek pajak)
pada tahun t, X; = jumlah kendaraan pada
tahun ke t dan Y1 adalah jumlah
kendaraan (obyek pajak) pada tahun
sebelum. 2) Analisis trend adalah analisis
yang digunakan untuk mengamati
kecenderungan data secara menyeluruh
pada suatu kurun waktu yang cukup
panjang. Trend dapat dipergunakan untuk
meramalkan kondisi apa data di masa
mendatang, maupun dapat dipergunakan
untuk memprediksi data pada suatu waktu
dalam kurun waktu tertentu. Setiap
peramalan ada kemungkinan terjadi
ketidaksesuaikan hasil ramalan, keakuratan
keseluruhan dari setiap model peramalan
dapat dijelaskan dengan membandingkan
nilai yang diramal dengan nilai aktual. Ada
beberapa perhitungan  yang biasa
digunakan untuk menghitung kesalahan
peramalan (forecast error) total.
Perhitungan ini dapat digunakan untuk
membandingkan model peramalan yang
berbeda, juga untuk mengawasi peramalan,
untuk memastikan peramalan berjalan
dengan baik. 3) Regresi linear sederhana.
Persamaan garis regresi sederhana dapat
ditulis sebagai berikut : Y*= a + b X,
dimana Y* = nilai estimasi (obyek pajak),
X = Pendapatan perkapita dengan asumsi
pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali 1 - 5%
untuk tahun, 2020 dan 2021 dan nilai
koefisien a dan b merupakan parameter
yang akan ditaksir. Hasil estimasi dari
GAIKINDO dan AISI tahun 2020. Dari ke
empat  model perhitungan tersebut
digabung menjadi perhitungan rata-rata.

Pengumpulan data dimaksudkan
untuk memperoleh informasi yang lebih
detail dan langsung menyentuh
permasalahan adapun sumber data yang
digunakan dalan studi ini adalah data
sekunder yang diperoleh melalui instansi
yang terkait (Bapenda Provisi Bali), BPS
Provinsi Bali, GAIKINDO dan AlSI (Internet)
dan sumber-sumber lainnya yang relevan
dalam kajian ini. Analisis data yang
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diperoleh selanjutnya akan diolah dan
dilakukan penghitungan dengan
menggunakan komputer program Excel,
dan program statistik, dengan data yang
teredia, selanjutnya, dilakukan analisis
dengan menggunakan pendekatan dan
metode yang tepat dan sejalan dengan
tujuan studi antara lain 1). pertumbuhan
Kendaraan ; 2). Trend 3). Regresi dan 4)
dan serta Estimasi jumlah kendaraan dari
GAIKINDO dan AISI.

Hasil dan Pembahasan

Untuk memproyeksi BBN_KB | tahun
2021 menggunakan tahun dasar 2011 atau
rentang waktu 8 tahun (2011 - 2019),
maka hasil proyeksi untuk BBN_KB |
untuk tahun 2021 dengan menggunakan
alat analisis;

1) Regresi linear sederhana dengan
variabel bebas pendapatan
perkapita dengan asumsi
pertumbuhannya sebesar 1% tahun
2020 dan 5% untuk tahun 2021;

2) Trend linear,;

3) Pertumbuhan kendaraan;

4) Prediksi tingkat penjualan mobil dari
GAIKINDO dan AISI dan

5) Gabungan dari 4 metode alisisis
tersebut.

Data yang digunakan untuk
memproyeksikan adalah realisasi dari
jumlah kendaraan tahun 2011 - 2019,
kemudian dari hasil proyeksi tersebut akan
dikalikan dengan tarif rata-rta pada masing-
masing jenis kendaraan. Dasar pengenaan
tarif digunakan adalah tahun 2019. adapun
hasilnya sebagai berikut: hasil analisis
dengan menggunakan metode regresi
linear dengan

menggunakan variabel bebasnya
pendapatan per kapita penduduk Bali
dengan asumsi pertumbuhannya untuk
tahun 2020 sebesar 1% dan 2021 sebesar
5 % pertahun, maka target BBN_KB |,
untuk tahun 2021 dengan jumlah
kendaraan sebesar 205.963 unit atau Rp.
1.176.275.499.259,-. Hasil analisis dengan
menggunakan metode Trend linear,
dengan menggunakan dasar tahun 2011 (8
tahun) maka target BBN_KB | tahun 2021
dengan jumlah  kendaraan  sebesar
272.647 unit atau Rp. 1.279.457.379.183,-.
Hasil analisis dengan menggunakan
metode pertumbuhan jumlah kendaraan,
dengan menggunakan dasar tahun 2011 (8
tahun) maka target BBN_KB | tahun 2021
dengan jumlah  kendaraan  sebesar
202.116 unit atau Rp. 1.180.597.763.628,-.
Pangsa pasar kendaraan bermotor di Bali
berdasarkan realisasi jumlah kendaraan
baru (BBN_KB 1) tahun 2019 di bandingkan
dengan pangsa pasar nasional sebesar 2 —
2.5% untuk kendaraan roda 4 dan untuk
roda 2 diperkirakan 2.5 - 3 %, sedangkan
hasil proyeksi yang dikeluarkan oleh
GAIKINDO dan AISI untuk tahun 2020 dari
diperkirakan sebesar 600.000 unit untuk
kendaraan roda 4 dan 3.840.000 unit untuk
roda 2 di tingkat nasional, mengalami
penurunan dari target awal sebesar
1.050.000 unit untuk roda 2 dan 6.400.000
untuk roda 2 atau turun 40%, karena
pengaruh Covid-19. Hasil proyeksi untuk
tahun 2021 diperkirakan jumlah kendaraan
sebesar 219.553 unit atau sebesar Rp.
953.964.332.371,-. Dari ke empat metode
tersebut dirata-ratakan jumlah kendaraan
pada masing-masing jenis, maka jumlah
kendaraan tahun 2021 sebesar 225.070
unit atau sebesar Rp. 1.147.573.743.585,-.

Tabel 3. Ringkasan Proyeksi Target BBN_KB | Tahun 2021, serta Tingkat Risiko
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Risiko

Regresi

Trend

Pertumbuhan. Kendr

GAIKINDO+ AlISI

Rata-rata

T

2

3

X

5

©

0%

1,176,275,499,259

1,279,457,379,183

1,180,597,763,528

953,964,332,371

1,147,573,743,585

1%

1,164,512,744,266

1,266,662,805,391

1,168,791,785,893

944,424,689,047

1,136,098,006,149

2%

1,152,867,616,823

1,253,996,177,337

1,157,103,868,034

934,980,442,157

1,124,737,026,088

3%

1,141,338,940,655

1,241,456,215,564

1,145,532,829,354

925,630,637,735

1,113,489,655,827

4%

1,129,925,551,249

1,229,041,653,408

1,134,077,501,060

916,374,331,358

1,102,354,759,269

5%

1,118,626,295,736

1,216,751,236,874

1,122,736,726,049

907,210,588,044

1,091,331,211,676

6%

1,107,440,032,779

1,204,583,724,506

1,111,509,358,789

898,138,482,164

1,080,417,899,559

7%

1,096,365,632,451

1,192,537,887,261

1,100,394,265,201

889,157,097,342

1,069,613,720,564

8%

1,085,401,976,126

1,180,612,508,388

1,089,390,322,549

880,265,526,369

1,058,917,583,358

9%

1,074,547,956,365

1,168,806,383,304

1,078,496,419,324

871,462,871,105

1,048,328,407,525

10%

1,063,802,476,802

1,157,118,319,471

1,067,711,455,130

862,748,242,394

1,037,845,123,449

11%

1,053,164,452,034

1,145,547,136,276

1,057,034,340,579

854,120,759,970

1,027,466,672,215

12%

1,042,632,807,513

1,134,091,664,914

1,046,463,997,173

845,579,552,371

1,017,192,005,493

13%

1,032,206,479,438

1,122,750,748,264

1,035,999,357,201

837,123,756,847

1,007,020,085,438

14%

1,021,884,414,644

1,111,523,240,782

1,025,639,363,629

828,752,519,278

996,949,884,583

15%

1,011,665,570,497

1,100,408,008,374

1,015,382,969,993

820,464,994,086

986,980,385,737

16%

1,001,548,914,792

1,089,403,928,290

1,005,229,140,293

812,260,344,145

977,110,581,880

17%

991,533,425,644

1,078,509,889,007

995,176,848,890

804,137,740,703

967,339,476,061

18%

981,618,091,388

1,067,724,790,117

985,225,080,401

796,096,363,296

957,666,081,301

19%

971,801,910,474

1,057,047,542,216

975,372,829,597

788,135,399,663

948,089,420,488

20%

962,083,891,369

1,046,477,066,794

965,619,101,301

780,254,045,667

938,608,526,283

Dari hasil perhitungan dengan
menggunakan empat metode mengasilkan
hasil berbeda-beda, namun perbedaan
tersebut tidak terlalu significant. Hasil
analisis ini sebagai bahan pertimbangan
Bapenda dalam menentukan  target
BBN_KB | untuk tahun 2021. Tercapainya
estimasi potensi pajak menjadi realisasi
sangat tergantung pada kebijakan dan
kemampuan sumber daya manusia
(pemunggut  pajak) dan  kesadaran
masyarakat untuk membayar kewajibannya
(Anggiriawan dkk., 2018; Saputra & Tama,
2017). Pada kenyataan sering terjadi
potensi estimasi pajak tidak tercapai (tidak
sesuai dengan harapan) hal ini disebabkan
oleh banyak faktor baik faktor teknis
maupun non teknis dan faktor ekonomi dan
non ekonomi. Untuk hal tersebut maka

perlu mempertimbangkan
kemungkinan estimasi potensi pajak tidak
sesuai dengan realisasi.

Berdasarkan hasil analisis dengan

menggunakan

analisis

trend

tingkat risiko

linear,

Quadatik dan eksponential growth, dari ke
tiga analisis tersebut dengan menggunakan
data historis 2013 — 2019. Untuk peramalan

BBN_KB

tahun 2021

maka bentuk

persamaan yang dihasilkan merupakan
hubungan antara variabel dependen (Y1)
yang berupa BBN_KB Il yang diperkirakan

terealisasi

di

tahun 2021

dan variabel

independen (t) berupa deret waktu (tahun).
Tampilan perhitungan analisis trend linear
menggunakan program komputer Minitab
untuk BBN_KB Il yang teralisasi tahun 2021
dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Hasil Analisis dan Grafik BBN_KB Il Menggunakan Trend Linear Tahun 2021
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Trend Analysis Plot for BENKB 11
Linear Trend Model
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Dari hasil analisis diperoleh pada
sehingga model matematis
peramalan BBN_KB Il adalah Yt = 8.154 +

untuk

7.158 x t dengan nilai kesalahan peramalan,
yakni MAPE = 27, MAD = 9.235; MSD =
1.18.805.807

Gambar 2. Hasil Analisis dan Grafik BBN_KB Il Menggunakan Trend Kuadrat Tahun 2021

Trend Analysis Plot for BBMNKEB 11
Cuadratic Trend Model
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Dari hasil analisis diperoleh pada
Gambar 4..., sehingga model matematis
untuk peramalan BBN_KB Il adalah Yt = -
17.023 + 23.942 x t - 2.098 x t2 dengan nilai

kesalahan peramalan, yakni MAPE = 26,
MAD = 7.094; MSD = 65.982.362

Gambar 3. Hasil Analisis dan Grafik BBN_KB Il Menggunakan Model Pertumbuhan Tahun 2021
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Trend Analysis Plot for BBMNKEB 11
Growth Curve Model
¥t = 11906.9 = (1.2774~ 1)
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Dari hasil analisis diperoleh pada
Gambar 5.1, sehingga model matematis
untuk peramalan BBN_KB Il adalah Yt =
11.906,9 x 1,2774 ' dengan nilai kesalahan
peramalan, yakni MAPE = 29, MAD =
10.966; MSD = 194.766.905

Dari ke tiga model analisis tersebut
maka model akan digunakan untuk

- Accuracy Measures
MAPE 29
mAD 10956
- MSD 194755905

T =] o

meestimasi BBN_KB Il tahun 2021 adalah
model trend quadratik karena nilai
kesalahan dari peramalannya paling kecil,
yang ditunjukan dari nilai MAPE, MAD dan
MSD, maka jumlah kendaraan BBN_KB II
untuk tahun 2021 sebesar 28.513 unit,
maka kalau di rupiahkan sebesar Rp.
19.030.941.591,-

Tabel 4. Hasil Estimasi BBN_KB Il tahun 2021 dan Tingkat Risiko

RISIKO

Hasil Estimasi

0%

19,030,941,591

1%

18,840,632,175

2%

18,463,819,532

3%

17,909,904,946

4%

17,193,508,748

5%

16,333,833,310

6%

15,353,803,312

7%

14,279,037,080

8%

13,136,714,114

9%

11,954,409,843

10%

10,758,968,859

Tercapainya estimasi potensi
BBN_KB |l menjadi realisasi sangat
tergantung pada kebijakan dan kemampuan
sumber daya manusia (pemunggut pajak)
dan kesadaran masyarakat untuk
membayar kewajibannya. Pada kenyataan
sering terjadi potensi estimasi pajak tidak
tercapai (tidak sesuai dengan harapan) hal
ini disebabkan oleh banyak faktor baik
faktor teknis maupun non teknis dan faktor
ekonomi dan non ekonomi (Mulawarman,

2013). Untuk hal

tersebut maka perlu

mempertimbangkan tingkat

kemungkinan estimasi potensi BBN_KB I

tidak sesuai dengan realisasi.

Penyebaran Covid-19 secara global
telah menyebabkan disrupsi pada rantai
kegiatan perekonomian.

mayoritas

di

mobilitas

Secara global,
negara-negara
menerapkan kebijakan pembatasan sosial
dan pembatasan
sebagai respon pencegahan terhadap

(lockdown)
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memburuknya pandemi. Kemunculan virus
corona (covid-19) mulai terdeteksi pertama
kali di negara China pada awal Desember
2019. Kala itu, sejumlah pasien
berdatangan ke rumah sakit di Wuhan
dengan gejala penyakit yang tak dikenal
oleh tenaga medis dan menyebar ke
seluruh dunia yang sampai saat ini belum
diketemukan obatnya (vaksin) dan menjadi
masalah publik di semua negara baik dari
segi sosial, ekonomi, maupun politik,
sehingga mendorong pemerintah dari
masing-masing negara  mengeluarkan
langkah-langkah dan kebijakan untuk
mengatasi efek dari pendemi ini (Ugur &
Akbiyik, 2020). Kecepatan menular virus ini
membuat setiap negara berlomba dengan
waktu untuk mengeluarkan kebijakan yang
sesuai dengan kondisi negara maupun
daerah masing-masing. Indonesia
merupakan negara dengan kasus kematian
tertinggi akibat infeksi virus Korona di Asia
Tenggara (Ugur & Akbiyik, 2020). Kasus
infeksi Corona pertama di Indonesia
ditemukan pada awal Maret 2020 yang
menimpa dua warga negara Indonesia di
Depok, Jawa Barat. Saat kasus pertama
kali muncul, pemerintah pusat belum
memiliki langkah kebijakan strategis yang
didesentralisasi ke pemerintah daerah
untuk mencegah pandemi Covid-19 yang
akhirnya menyebabkan pandemi masif
terjadi di seluruh wilayah di Indonesia
(Pfefferbaum & North, 2020)

Peningkatan jumlah pasien positif
Corona yang sangat drastis setiap harinya,
menyebabkan pemerintah Indonesia
mengambil beberapa kebijakan yang
sifatnya waijib untuk mencegah semakin
meluasnya infeksi Korona di Indonesia
(Megatsari et al., 2020). Efek dari kebijakan
ini menyebabkan banyak bisnis ditutup
sementara, pembatasan luas pada
perjalanan dan mobilitas, gejolak pasar
keuangan, menurunnya kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah dan
tingginya ketidakpastian bagi masyarakat
(Aliyyah et al., 2020). Pemerintah daerah
tidak hanya mendesentralisasi kebijakan
dari pemerintah pusat, namun juga
mengambil berbagai kebijakan tambahan

yang disesuaikan dengan kondisi dan juga
tradisi daerahnya masing-masing
(Susilawati et al., 2020). Hal ini dilakukan
untuk mendukung tujuan dari kebijakan
dari pemerintah Pandemi Covid-19 telah
menimbulkan gangguan ekonomi yang
signifikan di dunia dan di Indonesia.
Dampak yang paling berat adalah lapangan
pekerjaan yang semakin berkurang, bahkan
banyak pekerja mengalami PHK (putus
hubungan kerja) dan hal ini sangat
dirasakan oleh kelompok masyarakat yang
paling rentan yaitu masyarakat golongan
ekonomi menengah ke bawah atau
masyarakat yang tidak mempunyai saving
yang cukup untuk menuhi kebutuhannya
(Setyawan & Lestari, 2020). Mengingat
kawasan Asia yang sedang berkembang
nyaris tidak mengalami pertumbuhan pada
tahun 2020, perekonomian Indonesia
diperkirakan akan berkontraksi 1,0% pada
2020, demikian menurut prakiraan baru dari
Asian Development Bank (ADB). Namun,
pertumbuhan ekonomi Indonesia
diperkirakan akan mencapai 5,3% pada
2021.

Dampak dari Covid-19 ini sangat
dirasakan oleh masyarakat Bali, secara
umum karena hampir sebagian besar
masyarakat Bali tergantung pada sektor
pariwisata, baik secara langsung maupun
tidak langsung, kurang lebih 65%
perekonomian Bali ditopang oleh sektor
pariwisata, untuk mengurangi dampak
tersebut maka banyak kebijakan-kebijakan
yang di keluarkan oleh pemerintah daerah
Bali yang diharapkan dapat menekan laju
infeksi korona di daerah Bali. Namun,
kebijakan-kebijakan ini ternyata
menimbulkan dampak bagi masyarakat,
seperti PHK dan juga pembatasan ruang
gerak masyarakat, yang paling kena
dampaknya adalah pekerja yang terlibat
langsung di sektor pariwisata, sehingga
perekonomian Bali mengalami kontraksi
pertumbuhannya sebesar -1,14% pada
triwulan pertama. Pandemi ini pula
berdampak pada penurunan daya beli
masyarakat Bali yang berdampak terhadap
menurunnya PAD provinsi Bali. Seperti
diketahui hampir 85% PAD provinsi Bali

996



JIMAT (Jurnal limiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 12 No : 01 Tahun 2021 e- ISSN:

2614 - 1930.

ditopang oleh sektor pajak daerah
khususnya pajak PKB dan BBN_KB I.

Kesimpulan

Dari ke tiga model analisis yang
diajukan oleh peneliti maka model yang
akan digunakan untuk mengestimasi Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun
2021 adalah model trend quadratik karena
nilai kesalahan dari peramalannya paling
kecil. Untuk itu, realisasi sangat tergantung
pada kebijakan dan kemampuan sumber
daya manusia (pemunggut pajak) dan
kesadaran masyarakat untuk membayar
kewajibannya. Pada kenyataan sering
terjadi potensi estimasi pajak tidak tercapai
(tidak sesuai dengan harapan) hal ini
disebabkan oleh banyak faktor baik faktor
teknis maupun non teknis dan faktor
ekonomi dan non ekonomi. Untuk hal
tersebut maka perlu mempertimbangkan
tingkat risiko kemungkinan estimasi potensi
BBN_KB Il tidak sesuai dengan realisasi.
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